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Abstrak

Maraknya penyalahgunaan narkotika sudah mencapai tahap yang mengkhawatirkan. Narkotika
dewasa ini tidak lagi mengenal batas usia, orang tua, muda, remaja, bahkan anak-anak pun menjadi
bagian dan pemakai dan pengedar gelap narkotika. Peran kepolisian dalam hal tindak pidana
narkotika ditegaskan dalam Pasal 15 Ayat (1) huruf ¢ dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu kepolisian berwenang mencegah dan
menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; antara lain penyalahgunaan obat dan narkotika.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan peran kepolisian dalam menegakan hukum
terhadap tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Timur dan kendala
kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polres
Tanjung Jabung Timur. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian
ini bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, studi
dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepolisian didalam menegakan hukum
terhadap tindak pidana narkotika belum maksimal dikarenakan meningkatnya angka
penyalahgunaan narkotika di wilayah Polres Tanjung Jabung Timur setiap tahunnya, di dalam
menegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika kepolisian membutuhkan kontribusi dari
masyarakat agar penegakan maupun pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika berjalan
masksimal. Adapun faktor penghambat peran kepolisian dalam menegakan hukum terhadap tindak
pidana narkotika yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap bahayanya penyalahgunaan
narkotika menjadi hal penghambat dari pihak kepolisian. Berdasarkan hal tersebut ada upaya dari
kepolisian untuk mengatasi hambatan- hambatan yang dialami kepolisian yaitu dengan
melaksanakan sosialisasi ke masyarakat tentang pengetahuan bahayanya penyalahgunaan narkotika
dan melaksanakan operasi-operasi dan razia yang lebih rutin untuk menekan angka penyalahgunaan
narkotika di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Timur.

Kata Kunci: Peran Kopolisian, Penegakan Hukum, Tindak Pidana Narkotika.

PENDAHULUAN

Di Indonesia penyalahgunaan narkotika tidak hanya terjadi di kota-kota besar, namun
juga sudah merambah sampai ke daerah-daerah yang jauh dari pusat ibukota. Daerah-
daerah yang belum tersentuh peredaran narkotika lambat laut berubah menjadi sentra atau
produsen narkotika. Dengan kejahatan narkotika yang bersifat transnasional dengan
penggunaan cara modus operandi yang canggih didukung dengan kemajuan teknologi
komunikasi menjadikan Indonesia sebagai wilayah kepulauan sebagai sasaran empuk untuk
dijadikan lalu lintas atau transit perdagangan gelap narkotika utamanya jalur laut.

Narkotika adalah zat atau | obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman,
baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan
kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat
menimbulkan ketergantungan. Hal tersebut dijelaskan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-
undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
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Kata narkotika pada dasarnya berasal dari bahasa yunani “Nar-koun” yang membuat
lumpuh atau mati rasa.

Peranan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana narkoba tidak hanya dititik
beratkan kepada penegakan hukum semata tetapi juga kepada seluruh usaha yang ditunjukkan
untuk mengurangi permintaan dan kebutuhan gelap narkoba. Berdasarkan prinsip dasar
ekonomi tentang permintaan (demand) dan persediaan (supply), selama permintaan itu masih
ada, persediaan akan selalu ada, dan apabila permintaan itu berhenti atau berkurang,
persediaan akan berkurang, termasuk pasarnya. Dalam konsep penegakan hukum oleh
kepolisian tentunnya tidak terlepas dari terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.
Peraturan perundang-undangan yang dijadikan pedoman oleh setiap anggota kepolisian adalah
UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya dalam pasal
13 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu : memelihara keamanan
dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengoyoman dan
pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Republik Indonesia sebagai unsur terdepan dalam penanggulangan terhadap
setiap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba haruslah memiliki upaya-upaya
dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba baik secara Pre-emptif, Preventif dan
Represif. Upaya pre-emptif pada dasarnya berupa pembinaan kegiatan-kegiatan positif bagi
masyarakat, sedangkan upaya Preventif berupa pengendalian dan pengawasan jalur resmi
peredaran gelap narkoba. Upaya represif berupa penindaklanjutan dan penegakan hukum guna
membuat pelaku menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Tindak pidana narkoba
telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi,
teknologi canggih didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan sudah banyak
menimbulkan korban terutama dikalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan
kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara.

Realisasi dari penanggulangan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika
tidak lepas dari peran aparat penegak hukum saja, diperlukan adanya kerjasama dari berbagai
pihak antara lain adalah peran serta masyarakat. Bentuk peran serta masyarakat disini dapat
berupa memberikan informasi mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika kepada
Kepolisian terkhusus Polres Tanjung Jabung Timur.

Peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Timur pada saat ini
tergolong tinggi, karena setiap tahunnya angka tindak pidana narkotika cendrung
meningkat. Menurut data dari Polres Tanjung Jabung Timur untuk kasus tindak pidana
narkotika di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sepanjang tahun 2024, Badan Narkotika
Nasional (BNN) Provinsi Jambi dan Polres Tanjung Jabung Timur telah mengungkap
sebanyak 30 kasus tindak pidana narkoba dan psikotropika.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan membuat judul karya ilmiah yaitu: »
Peran Kepolisian Rl Dalam Memberantas dan Mencegah Narkotika Dalam Wilayah
Hukum Polres Tanjung Jabung Timur”. Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan
yang akan dibahas dalam karya ilmiah ini bertujuan untuk meneliti lebih lanjut mengenai
Bagaimana Peran Kepolisian Rl Dalam Memberantas dan Mencegah Tindak Pidana
Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Timur dan Apa Saja Kendala
Kepolisian Rl Dalam Memberantas dan Mencegah Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah
Hukum Polres Tanjung Jabung Timur

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain
dapat pula disebut dengan penelitian lapangan, yaitu kajian ketentuan hukum yang
berlaku

197



serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Menurut Prof. Bahder
Johan Nasution dalam bukunya yang berjudul Metode Penilitian Hukum “Metode
Penilitian merupakan uraian teknis yang digunakan dalam penelitian.”.

Metode 'penelitian data dengan deduktif ini bertujuan untuk mencakup objek-objek
penelitian yang untuk memenuhi kebutuhan dari semua pemikiranpemikiran hukum,
bahan-bahan hukum dan pendapat-pendapat dari para ahli hukum yang kemudian
dituangkan dalam bentuk tulisan dan penelitian hukum dengan mengumpulkan bahan-
bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan
secara deduktif. dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti, yaitu berkaitan dengan
peran Kepolisian RI dalam memberantas dan mencegah narkotika dalam wilayah hukum
Polres Tanjung Jabung Timur.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Peran Kelpolisian Rl Dalam Memberantas dan Mencegah Tindak Pidana Narkotika
Di Wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Timur

Narkotika menurut Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU
Narkotika), yaitu =~ zatatau  obat yang berasal dari tanaman ataubukan tanaman, baik
sintesis maupun semisintetis,yang dapat menyebabkan penurunan atau frubahan
kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat
menimbulkan ketergantungan.

Polres Tanjung Jabung Timur sebagai kantor kepolisian yang memiliki
kewenangan hukum di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Polres Tanjung Jabung
Timur juga dibantu dalam menegakan hukum di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung
Timur oleh kator-kantor kepolisian lain yang yang memiliki kewenangangan hukum.
Penegakan hukum yang optimal diharapkan dapat menekan angka penyalahgunaan
narkotika di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Polres Tanjung Jabung Timur memiliki
satuan khusus di dalam menangani kasus tindak pidana narkotika,yaitu: Res. Narkoba
Polres Tanjung Jabung Timur. Berdasarkan observasi yang dilakukan di Polres Tanjung
Jabung Timur, peran kepolisian didalam menekan angka kasus tindak pidana narkotika
yang terus meningkat setiap tahunnya tidak akan berhasil apabila hanya kepolisian yang
melakukannya.

Peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di
Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1961 kemudian berubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah selaku pengayom, pelindung dan pelayan
masyarakat wajib untuk memberantas penyakit masyarakat yaitu masalah narkotika.
Peran kepolisian dalam hal tindak pidana narkotika ditegaskan dalam Pasal 15 Ayat (1)
huruf ¢ dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia, yaitu polisi berwenang mencegah dan menanggulangi tumbuhnya
penyakit masyarakat; antara lain penyalahgunaan obat dan narkotika.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kanit Res-Narkoba Polres Tanjung Jabung
Timur, Bapak Fakhrizal, S.H yang menyatakan bahwa peran kepolisian dalam menegakan
hukum yang dilakukan kepolisian Satuan Res. Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur
dalam memberantas dan menanggulangi penyalahgunaan narkotika termasuk narkoba,
yaitu program pertama pre-epentive (Pembinaan), program kedua preventif (pencegahan)
dan program ketiga represif (penindakan) (Nugroho, 2011: 99). Kepolisian dari Satuan
Res. Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur untuk pemberantasan penyalahgunaan
narkotika ini akan diawali dengan upaya pembinaan, pencegahan, dan penindakan
sebelum tindak pidana tersebut terjadi.
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1. Pre-emptive  (Pembinaan)

Bahwa “pre-emptive yaitu : program pembinaan ditujukan kepada masyarakat yang
belum  memakai  Narkoba, atau bahkan  belum  mengenal narkoba”
(Partodiharjo,2006:100). Suatu tindakan pencegahan adalah preventif (Jamin,2004:60).
Dalam praktek di lapangan, kepolisian menyebut istilah pre-emptive ini sebagai
pembinaan masyarakat atau preventif tidak langsung, yaitu pembinaan yang bertujuan
agar masyarakat menjadi law abiding citizens (Suparlan, 2004:40).

2. Preventif (Pencegahan)

Sesuai dengan asas-asas hukum yang digunakan kepolisian dalam melaksanakan
tugasnya bahwa, polisi harus lebih mengutamakan asas preventif, yaitu mendahulukan
tindakan pencegahan dalam menyikapi dan menghadapi segala peristiwa yang terjadi di
masyarakat. Asas hukum tersebut diperkuat dengan adanya Pasal 14 Ayat (1) huruf i
dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia yang menjadi dasar hukum pelaksanaan upaya preventif oleh polisi.

3. Represif (Penindakan)

Upaya terakhir untuk memberantas penyalahgunaan berbagai jenis narkoba
khususnya narkotika yang dilakukan oleh Satuan Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur
adalah dengan mengadakan program represif yang merupakan tahapan penindakan
terhadap orang-orang yang telah menyalahgunakan narkotika, ini merupakan wewenang
mutlak bagi kepolisian dalam memberantas segala bentuk penyimpangan, yang salah
satunya penyalahgunaan narkotika. “Represif adalah program penindakan terhadap
produsen bandar pengedar dan pemakai berdasarkan hukum” (Partodiharjo,2006:107).
Sedangkan, represif adalah “penindasan/ pemberantasan/ penumpasan sesudah kejahatan
terjadi” (Arief,2005:42).

Pelaksanaan program represif dimulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan
penangkapan yang berfungsi untuk memberikan hukuman kepada penyalahguna agar
mendapatkan efek jera. Kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika bagi
pengguna narkotika sebagai pelaku  tindak pidana, tidak dapat dipungkiri pastilah
memiliki hambatan- hambatan yang dihadapinya. Peredaran gelap narkotika yang
menggunakan teknologi yang canggih sayangnya tidak didukung dengan sarana dan
prasarana yang canggih dalam membongkar kegiatan pelaku  tersebut (Ziliwu, 2016:67).

Sarana dan prasarana tersebut salah satunya adalah detektor atau alat sadap
telepon. Kendala lain yang mempengaruhi tugas dan fungsi kepolisian dalam upaya
menegakan atau ‘mberantas penyalahgunaan narkotika, yaitu partisipasi dan kontrol
masyarakat di beberapa wilayah yang masih sangat rendah karena rasa tidak peduli
terhadap lingkungannya sendiri walaupun jelas terlihat secara langsung adanya tindakan
penyalahgunaan narkotika (Tarigan, 2013:17).

Kendala Kelpolisian RI Dalam Memberantas dan Mencegah Tindak Pidana
Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Timur

Upaya kepolisian Polres Tanjung Jabung Timur mengatasi hambatan-hambatan
yang dialami kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di
Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah kerjasama dengan masyarakat, lembaga dan
organisasi. Terbentuknya kerjasama antara kepolisian dengan beberapa organisasi,
lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat merupakan langkah kepolisian guna
peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan
perundang-undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban (Fiyana, 2017:41).

Kepolisian dalam hal ini Satuan Res. Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur, bahwa
upaya yang dilakukan kepolisian untuk mengatasi hambatan- hambatan tersebut yaitu,
yang pertama mengajak seluruh elemen masyarakat karena sesuai dengan undangundang
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masyarakat ikut berperan didalam penangulangan, pencegahan, dan peredaran narkotika.
Perlu adanya penambahan tenaga sumber daya manusia dengan kualifikasi kompetensi
yang lebih baik lagi. Selain adanya penambahan tenaga sumber daya manusia kepolisian
juga memerlukan adanya penambahan sarana dan prasarana pendukung yang diperlukan
dalam penanggulangan narkoba (Fiyana, 2017:43).

Hasil penelitian menjelaskan bahwa cara kedua untuk mengatasi hambatan-
hambatan yang ada dalam menegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika harus
berusaha mengembangkan potensi atau imber daya manusia di Satuan Res. Narkoba
Polres Tanjung Jabung Timur melalui ikut pelatihan lebih jauh tentang
narkotika maupun modus-modus yang ada didalam penyebarannya tersebut, agar
kedepannya anggota dari Satuan Res. Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur memiliki
kemampuan dan lebih maksimal dalam mengupayakan penegakan hukum terhadap tindak
pidana narkotika. Selain itu juga meningkatkan fasilitas-fasilitas pendukung didalam
menegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang selama ini memang kurang
seperti alat test urine maupun penyadap handphone.

Upaya dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika dilakukannya operasi
rutin yang dilakukan diberbagai tempat, bahkan di sekolah, dan tempat hiburan malam
dimana terdapat anak atau ‘maja yang dalam hal ini sangat rentan menjadi sasaran
penyalahgunaan narkotika (Fiyana, 2017:45). Hasil penelitian menegaskan bahwa cara
ketiga dalam mengatasi hambatan Satuan Res. Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur
akan lebih intensif di dalam melaksanakan operasi-operasi tangkap tangan terhadap tindak
pidana narkotika dan razia-razia yang akan lebih sering dilaksanakan di daerah- daerah
yang dicurigai sebagai daerah yang rawan terhadap penyebaran atau | adanya
penyalahgunaan narkotika.

Agar tidak hanya diperkotaan namun didesa-desa angka penyalahgunaan narkotika
dapat ditekan. Dengan cara ini sebenarnya sangat ampuh untuk menekan angka peredaran
narkotika, razia yang rutin di daerah yang rawan mengakibatkan oknum-oknum merasa
takut untuk mengedarkan narkotika lagi. Dan satu hal lagi yang sangat penting yaitu
komunikasi anggota kepolisian dengan tokoh-tokoh masyarakat agar selalu menjaga
wilayahnya agar terbebas dari ancaman penyalahgunaan narkotika yang dimana saja hal
ini bias terjadi, dan agar selalu lapor apabila ada terlihat warga masyarakatnya terbukti
melakukan penyalahgunaan narkotika itu sendiri.

Disisi  lain ada beberapa faktor lain sebagai kendala yang dihadapi dalam
memberantas maraknya Narkotika di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Timur yaitu:
1. Masyarakat

Partisipasi masyarakat turut menentukan kinerja kepolisian. Apabila masyarakat
mau memberikan informasi tentang penggunaan narkoba kepada polisi, maka tugas
kepolisian akan lebih mudah. Adapun faktor penyebab masyarakat tidak mauberpartisipasi
dalam rangka penegakan hukum pemberantasan peredaran gelap narkotika adalah :

a. Sebagian masyarakat menganggap bahwa penyalahgunaan narkotika yang terjadi di
lingkungannya adalah bukan merupakan tanggungjawab dari masyarakat itu sendiri
melainkan tanggungjawab dari diri pribadi penyalahguna narkotika tersebut.

b. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat karena menganggap penyalahguna tersebut
adalah bukan merupakan keluarganya sendiri sehinggamasyarakat beranggapan bukan
merupakan tanggungjawabnya karena merasa bukan berasal dari keluarganya.

c. Sifat acuh tak acuh dari masyarakat ketika melihat penyalahgunaan narkotika di
lingkungannya karena masyarakat takut apabila dilaporkan kepada pihak yang
berwajib akan dibalas oleh teman — teman pelaku penyalahgunaan narkotika tersebut.

d. Akibat trend kehidupan yang cenderung individualistis, saat ini kepedulian diantara
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anggota masyarakat terhadap anggota masyarakat lainnya menjadi sangat berkurang.

Budaya yang dianut oleh sekelompok masyarakat juga sangat besar pengaruhnya.
2. Pemerintah

Peran dan kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Kepolisian Polres

Tanjung Jabung Timur (Satuan Narkoba) sangatlah besar dalam mencegah terjadinya
peredaran gelap dan penyalahgunaan penggunaan Narkotika dan sejenisnya yang ada di
wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Timur. Namun dalam pengaplikasianya terkadang
berbanding terbalik dengan dengan tujuan awal. Peran Pemerintah Daerah dianggap
kurang maksimal dalam penanggulangan peredaran gelap narkotika. Sebagai contoh adalah
sebagai berikut :

a. Pemerintah dianggap kurang mengawasi terhadap tempat — tempat yang diduga keras
sebagai jalur lalu lintas peredaran gelap narkotika

b. Kurangya koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Polri dalam pencegahan
peredaran gelap narkotika diwilayah hukum Polres Tanjung Jabung Timur.

c. Tidak adanya kesungguhan dari instansi — instansi pemerintah dalam pencegahan dan
pemberantasan peredaran gelap narkotika diwilayah hukum Polres Tanjung Jabung
Timur.

d. Pemerintah Daerah kurang aktif kepada instansi yang mempunyai wewenang izin
sebagai penerbit tempat hiburan malam untuk selalu menindaklanjuti keabsahan surat
izin pendirian tempat hiburan malam, yang dimungkinkan akan dijadikan media untuk
memperlancar jalur peredaran Narkotika.

e. Pemerintah Daerah harus memperhatikan betul aparat — aparat penegak hukum seperti
Polisi, Jaksa, Hakim dan lain — lain agar tidak mempermainkan kasus narkotika dengan
memberi hukuman yang ringan pada bandar — bandar narkotika yang tertangkap.

KESIMPULAN
Peran kepolisian Polres Tanjung Jabung Timur adalah sebagai perlindungan,

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat diharapkan dapat memberantas pelaku

tindak pidana narkotika, mulai dari jaringan kecil sampai ke jaringan besar seperti
bandar narkoba dan menangkap pelaku  tindak pidana narkoba. Upaya penegakan
hukum vyang dilakukan kepolisian unit satuan narkoba dalam memberantas dan
menanggulangi penyalahgunaan narkoba termasuk narkotika, yaitudengan mengadakan

Program Pre-emptive (Pembinaan), Program Preventif (Pencegahan) dan Program

Represif (Penindakan).

1. Upaya kepolisian Polres Tanjung Jabung Timur mengatasi kendala yang dialami
kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Kabupaten
Tanjung Jabung Timur adalah:

a. Mengajak seluruh elemen masyarakat karena sesuai dengan undang-undang
masyarakat ikut berperan didalam penangulangan, pencegahan, dari peredaran
narkotika;

b. Mengembangkan potensi atatu sumber daya manusia di satuan kami melalui ikut
pelatinan lebih jauh tentang narkotika maupun modus-modus dan meningkatkan
fasilitas-fasilitas pendukung didalam menegakan hukum terhadap tindak pidana
narkotika;

c. Melaksanakan operasi-operasi tangkap tangan terhadap tindak pidana narkotika dan
razia-razia yang akan lebih sering dilaksanakan di daerah- daerah yang dicurigai
sebagai daerah yang rawan terhadap penyebaran atau adanya penyalahgunaan
narkotika.

d. Berkerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten
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Tanjung Jabung Timur dalam bersama-sama untuk memberantas maraknya narkotika

di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Timur.
Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan kepada pihak kepolisian dan pemerintah adalah

hendaknya bersama-sama dalam memberantas maraknya peredaran narkotika di wilayah
hukum Polres Tanjung Jabung Timur dan Kepolisian Polres Tanjung Jabung Timur dapat
menyediakan anggaran dalam pelaksanaan penanggulangan dan pemberantasan
penyalahgunaan narkotika agar upaya yang dilakukan tidak terhambat dan dapat berjalan
dengan semaksimal mungkin. Di samping penyediaan anggaran, perlu adanya suatu
pelatihan khusus kepada penyidik-penyidik Polri untuk mengungkap kejahatan-kejahatan
yang berkaitan dengan narkotika. Kepada masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur
agar ikut berperan di dalam penangulangan, pencegahan, dan peredaran narkotika guna
peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan perundang-
undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban.
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